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POKOK BAHASAN:

Introduksi terhadap pembentukan PUU,;

Implementasi UU Nomor 10 Tahun 2004
pada Pembentukan PUU

Ketenaganukliran mengenail Keselamatan

Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber
Radioaktif; dan

Pengembangan PUU Ketenaganukliran
mengenal Keselamatan Radiasi Pengion
dan Keamanan Sumber Radioaktif.




TUJUAN:

Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan
dapat:

memahami hal-hal pokok dan mendasar dalam
pembentukan PUU menurut UU Nomor 10 Tahun
2004,

memahami implementasi UU Nomor 10 Tahun
2004 pada pembentukan PUU Ketenaganukliran
mengenal Keselamatan Radiasi Pengion dan
Keamanan Sumber Radioaktif; dan

memahami pengembangan PUU
Ketenaganukliran mengenal Keselamatan Radiasi
Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif; dan




INTRODUKSI

Konsep Negara Hukum;
Jenis dan Hirarki PUU;

_embaga Pembentuk PUU;
Proses Pembentukan PUU;

Prinsip, Asas, Unsur Teknik & Muatan
Materi PUU;

Sistematika Teknik Penyusunan & Ragam
Bahasa PUU,;

Perancang (Legal Drafter).




KONSEP NEGARA HUKUM

SESUDAH MASEHI
MACHIAVELLI, JEAN BODIN, JOHN LOCKE,
MONTESSQIEU, KRABBE, KELSEN

SEBELUM MASEHI
PLATO, ARISTOTLE




KONSEP NEGARA HUKUM (2)

NEGARA
HUKUM




JENIS DAN HIRARKI PUU

A UUD 1945
AUNDANG-UNDANG/PERPU

-PERATU RAN PEMERINTAH
A
A

Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004




LEMBAGA PEMBENTUK PUU

Kewenangan

Keverargan
Atributif




LEMBAGA PEMBENTUK PUU (2)

DR’

RESIDEN,;

PRD;

KEPALA DAERAH,;

MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK,
GUBERNUR Bl, MENTERI, KEPALA
BADAN/LEMBAGA/KOMISI YANG
SETINGKAT YANG DIBENTUK OLEH

ATAU PEMERINTAH ATAS PERINTAI




PROSES PEMBENTUKAN PUU

Pembentukan PUU adalah proses
pembuatan peraturan perundang-
udnangan yang pada dasarnya dimulai
dari perencanaan, persiapan, teknik

penyusunan, perumusan, pembahasan,
nengesahan, pengundangan dan
nenyebarluasan

(Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2004)




PROSES PEMBENTUKAN PUU (2)

Perencanaan Penyusunan Pembahasan

Penyebariuasan ¢ Penqundangan Pengesanan




PROSES PEMBUATAN PUU (3)

FUNGSI:
Potret untuk Formalising atau
Social Engineering

LINGKUP MATERI:
Muatan Materi = RPPU plus
Asas Pemberlakuan PUU
(yuridis, filosofis, sosiologis)

SUBSTANSI:
Tujuan Dibuatnya PUU
Pembahasan Hal-hal yg Akan
Diatur
Infrastuktur & Applicability
RPPU
Penelusuran terhadap Existing
Regs. & P.I.

NASKAH
AKADEMIK

DASAR HUKUM:
UU Nomor 10 Tahun 2004
Perpres Nomor 61 Tahun 2005
Perpres Nomor 68Tahun 2005

RUJUKAN:

PUU Asing

Model Law of International
Organisation

Perjanjian Internasional




PRINSIP, ASAS, UNSUR TEKNIK &
MUATAN PUU

PRINSIP DASAR
PEMBENTUKAN:
Komitmen & loyalitas terhadap
NKRI, Pancasila, konstitusi;
Terselenggaranya negara
hukum yg demokratis, adil,
sejahtera, & damai; dan
Norma dan pranata hukum yg
dikembangkan memberikan
kepastian hukum,
pengayoman, menciptakan
ketentraman & ketertiban,
serta menyejahterakan
masyarakat.

PERTIMBANGAN:
Heterogenitas hukum dan
Norma
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2l A~ nal xnusus dalarn teknix penyusungrs

ncdelegasian wewenzang;
Penyidikan;

Penetapsarn Perpu menjacl UU; dar
Pergesanarn perjanjian internasional.



Perormeaarn: pexerjaarn ogmomoos]s]
dlendan rmemforuskarn pada ralirmat yang
rengandung larangarn, perinian,
perrenar, diskresi, pengecualian
perinday, rmencipiaran aiad mengnapus
KewWenargar.












zmarnpuan dasar pagl perancangy:
[ ém OU rnenggunarear panasa secara Qe
clan penar:

Penalaran/logiva yang paix;

rmarnpu rmelaxuran analisis;

rmenguasal metode dan texnix
pengurnpulan data;
rmenguasal Kaldan Kormnposisi.






icla penyusunar dokurmen persiapar
perngesanar ine Joint Convention on ine
Safety of Spent Nuclear Fuel Managerment
anc on ine Safety of Radioacilve Wasie
Managerment (JC).
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y etenaganuliran mengensal

Gdmbaran Urnurn Peta PUU \
| eselarmearar
Facllas] rlrlm earnansarn sumoer

Road-map PUU Ketenaganukliran

mengenal Keselamatan Radiasi dan

Keamanan Sumber Radioalktif.




Penyusunan Amendermen PP
Nornor 26 Tanun 2002



lomor 26 Tahun 2002 dapat digambarikan
ebagal berikut.

> j0ses penvusunan amendemen PP
)
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nenyusunan dokumen | .
engesahan JC dapat dijelaskan sebacdsai
berikut,
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